







KEPUTUSAN GUBERNUR BANTEN
                             NOMOR  

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENILAI PENGHARGAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN

GUBERNUR BANTEN,


Menimbang	:	a.	bahwa untuk mengoptimalkan penyelenggaraan pemberian penghargaan secara objektif  bagi anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di wilayah Provinsi Banten dan  sesuai  dengan ketentuan Pasal 13 Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum, perlu dilakukan penilaian sesuai indikator dalam petujuk pelaksanaan penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten; 
b. bahwa untuk  melaksanakan penilaian anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten secara objektif sesuai indikator dalam petujuk pelaksanaan, perlu dibentuk Tim Penilai dengan Keputusan Gubernur;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Penilai Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten;

Mengingat	:	1.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Propinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang- Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);	  
3. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82); 
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi Dan Informasi Hukum Kementerian Dalam negeri Dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 33); 
5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen Dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Gubernur Nomor 9 Tahun 2025 tentang Pengelolaan Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (Berita Daerah Provinsi Banten Tahun 2025 Nomor 9);
Memperhatikan	:	Keputusan Gubernur Banten Nomor 188.4.44/Kep. 237-Huk/2019 tentang Pendelegasian Wewenang Penandatanganan Keputusan Gubernur Banten Kepada Sekretaris Daerah Provinsi Banten;
MEMUTUSKAN:
Menetapkan	:
KESATU	: 	Membentuk Tim Penilai Penghargaan Anggota Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Provinsi Banten, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
KEDUA	:	Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Serang
pada tanggal         
an. GUBERNUR BANTEN
SEKRETARIS DAERAH,




        DEDEN APRIANDHI





















Lampiran Keputusan Gubernur Banten
Nomor	:  
Tanggal	:  


TIM PENILAI PENGHARGAAN ANGGOTA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM PROVINSI BANTEN

a. SUSUNAN KEANGGOTAAN:
Tim Penilai:
Ketua Merangkap Anggota 	:	Dr. Komarudin, M.A.P. (Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Banten;
Anggota		:	1.	Hadi Prawoto, S.H. (Plt. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
2. Akhmad Syaefullah, S.H. (Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
3. 1 (satu) orang unsur Pejabat Fungsional Pustakawan pada Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Banten;
4. 1 (satu) orang unsur Ahli Teknologi Informasi pada Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi Banten.
Sekretariat		:				
Ketua Merangkap Anggota	: 	Sarbinawati, S.H., M.Si. (Analis Hukum Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
Anggota 		:	1.	Dhani Damhudi Abdullah, S.I.P. (Kepala Sub Bagian Tata Usaha pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
2. Agus Prihatna, S.H., M.H. (Perancang Peraturan Perundang-Undangan Ahli Muda pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
3. Ita Yulistiawati, S.H., M.Si. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
4. Nawawi, S.Kom. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
5. Arief Budiman, S.H., M.H. (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
6. Encun Suntara (Pelaksana pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
7. Muhamad Sukron, S.Pd., M.Pd. (Tenaga Operator pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten);
8. Rahmat Rafiudin, S.Kom. (Tenaga Operator pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten)
9. Pebri Rizkiana (Tenaga Operator pada Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Banten).

b. URAIAN TUGAS:
1. Tim Penilai:
a) melakukan persiapan penyelenggaraan penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Provinsi Banten;
b) melakukan sosialisasi informasi penyelenggaraan penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi Hukum Provinsi Banten;
c) melakukan penilaian sesuai indikator dalam petujuk pelaksanaan penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten;
d) membuat berita acara hasil penilaian anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten; dan
e) menyusun rancangan keputusan Gubernur tentang penetapan pemenang penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten;

2. Sekretariat:
a) menyiakan alat dan bahan pelaksanaan penilaian anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten;
b) melaksanakan tugas administratif pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten; dan 
c) membantu pelaksanaan tugas tim penilai dalam pelaksanaan penilaian dan pemberian penghargaan anggota jaringan dokumentasi dan informasi hukum Provinsi Banten.

an. GUBERNUR BANTEN
SEKRETARIS DAERAH,




        DEDEN APRIANDHI
2

